LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA

Nomor 05 Tahun 2009

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 05 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI BIAYA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa  dalam  rangka  peningkatan  Pelayanan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
kepada masyarakat Kota Samarinda dan Pemerintah
Kota  Samarinda  mendukung  Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan ;

b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan, perwujudannya diperlukan
penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan
Pencatatan Sipil, dan dalam rangka mewujudkan tertib

Administrasi Kependudukan di Kota Samarinda ;

c. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b, diatas dipandang perlu untuk

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda.



Mengingat

;1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang  Darurat
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 352) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820) sebagai Undang-undang ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2000, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048) ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4493) yang telah ditetapkan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



10.

11.

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 124);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2006 Tentang AdministrasiKependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66
Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47306);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara  Pemerintahan ~ Daerah  Propinsi  dan
Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997 Tentang Pedoman Tata Cata Pemungutan
Retribusi Daerah dengan Persetujuan Bersama.



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALIKOTA SAMARINDA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI BIAYA ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DALAM KOTA SAMARINDA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda
menurut asa otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara
Republik Indonesia 1945 ;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah
Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda ;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Samarinda ;
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13.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda sesuai peraturan
perundang-undangan ;

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota
Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan Kepentingan masyarakat Daerah
Kota Samarinda menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia ;

Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan adalah Dinas Catatan Sipil
dan Kependudukan Kota Samarinda ;

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kota Samarinda ;

Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Samarinda, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah Kota Samarinda dan Instansi terkait di lingkungan Pemerintah
Kota Samarinda ;

Administrasi Kependudukan adalah proses pengurusan Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil dalam
Daerah Kota Samarinda ;

Biaya Administrasi adalah pemakaian biaya — biaya yang dikenakan

untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan dan pencatatan
sipil ;



